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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025 adalah kebijakan tahunan pembangunan kehutanan di Wilayah 

Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2025, Rencana 

Strategis Kementerian Kehutanan Tahun  2020 – 2025, Rencana Strategis Satuan Kerja  

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2021 - 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025. 

Perubahan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun melalui proses analisis 

dari hasil – hasil pembangunan dalam bidang kehutanan yang telah dicapai termasuk 

ketersediaan sumber pembiayaan yang dimiliki pada tahun sebelumnya, sehingga dapat 

diketahui permasalahan dan tantangan pembangunan yang dinilai dapat mengganggu serta 

menghambat pelaksanaan pembangunan kehutanan pada Tahun 2025. 

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025, yang dijadikan sebagai pedoman adalah dokumen Perubahan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Hal ini 

dimungkinkan karena dalam dokumen tersebut terdapat rencana program dan kegiatan 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 

menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan untuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memuat prioritas dan sasaran pembangunan 

kehutanan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

RepubliK Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 

c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4421); 

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI   Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

e. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

f. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 



3 

 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah; 

m. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Tahun 2009 Nomor 6); 

n. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun  2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6); 

o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2021 – 2025. 

p. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor                

: 800/03.96/SET  tanggal 6 Februari 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun  2021-2025. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan 

kehutanan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan sebagai agenda tahunan 

dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. 

Tujuannya adalah untuk menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang berbasis pengendalian, monitoring dan 

evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan. 

 

1.4. Sistematika Penyusunan 

BAB I  PENDAHULUAN,  pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan 

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada 

bab–bab  berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah, memuat Realisasi Program/Kegiatan yang tidak 

memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, Realisasi 

Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran 

yang direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target 

Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak 

tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Capaian Program Renstra 

SKPD, Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi Fakor-faktor Penyebab tidak tercapainya, 

terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian 

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah 

ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 2012, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 
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Tahun 2012. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

kinerja pelayanan. 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah, berisikan uraian mengenai koordinasi dan 

sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta 

kementerian/lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja 

pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian 

visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program 

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development 

Goals). Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa 

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun  yang direncanakan. 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian mengenai 

perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 

SKPD. 

2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bagian ini 

menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan 

berdasarkan hasil-hasil rapat koordinasi bersama seluruh UPT KPH se- 

Prov. Sulteng, serta hasil pengumpulan data dan informasi langsung di 

lapangan. 

 

BAB III  TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, menguraikan tentang telaahan 

terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah, berisikan uraian mengenai perumusan tujuan dan sasaran 

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 
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3.3.  Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis 

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika 

rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, 

baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya 

serta tabel rencana program Tahun 2025. 

 

BAB IV  PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana 

tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2024 

 

 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 

perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan 

kegiatan–kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu 

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, 

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi  Sulawesi Tengah ini 

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil 

yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah selama 

Tahun 2025 hingga semester II serta perkiraan target Tahun 2025. Pengukuran kinerja 

kegiatan dan pengukuran sasaran melalui meliputi : 

1. Penetapan Indikator Kinerja  

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil 

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat 

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan 

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-

masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

2. Capaian Analisis Kinerja  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. 

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 
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2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 

 

Pada tahun 2024,  Dinas Kehutanan Provinsi  Sulawesi Tengah, UPTD Tahura dan 

UPTD KPH melaksanakan 5 (lima) program yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) 

kegiatan dengan jumlah alokasi total anggaran sebesar 93.342.251.409.,- (Sembilan puluh 

tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus 

sembilan rupiah).  Adapun realisasi fisik sebesar 91,20 % dan keuangan sebesar Rp. 

85.125.665.746,- (Delapan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus 

enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)  

 

2.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 

Dinas Kehutanan dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil 

pengukuran terhadap pencapaian target dan realisasi kinerja yang diperoleh dari 

pengukuran kinerja pada Tahun 2024, tersaji pada Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1  Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Kehutanan 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kategori

1

Mewujudkan 

Harmonisasi antar 

Manusia dan Alam 

untuk Pembangunan

Meningkatnya 

Kualitas Tutupan 

Lahan 

Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 

(IKTL)

87,06 84,19 96,70
Sangat 

Tinggi

 

Nilai IKTL mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan 

lahan. Nilai IKTL dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang berkaitan 

dengan jumlah luas areal penanaman hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.  

Kualitas tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu 

bidang lahan dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diukur dalam satuan 

hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. Kualitas tutupan lahan yang baik 

ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi 

area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan 

rentang nilai indeks 90 - 100.  

Pada Tahun 2024, realisasi kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 

84,19 dari target 87,06 sehingga persentase capiaan kinerja sebesar 96,70% dengan 
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Kategori Sangat Tinggi (  sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana).  Nilai IKTL memberikan gambaran 

upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk menekan laju deforestasi dan menerapkan rehabilitasi serta mewujudkan 

partisipasi perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui reklamasi.  

Pada tahun 2024, upaya utama yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk mencapai target IKTL adalah melalui kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat 

dan Penghijauan Lingkungan.  Pencapaian ini memperoleh dukungan dari sumber dana 

APBD dan APBN serta beberapa pelaku usaha yang memberikan dana CSRnya untuk 

kegiatan penanaman di kawasan hutan diantaranya berupa kegiatan Rehabilitasi wilayah 

Daerah Aliran Sungai (DAS), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kebun Bibit Rakyat 

(KBR), Dana Bagi Hasil (DBH-DR dan DBH SAWIT), Reboisasi, Hutan Rakyat, 

Perhutanan Sosial, dan Penghijauan Lingkungan. 

 

2.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian  

Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun 

terakhir 

Perbandingan realisasi kinerja dari sasaran strategis Dinas Kehutanan Tahun 2022 

hingga Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 hingga tahun 2024 

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian

1.

Mewujudkan 

Harmonisasi antar 

Manusia dan Alam 

untuk Pembangunan

Meningkatnya 

Kualitas Tutupan 

Lahan 

Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 

(IKTL)

85,47 84,10 98,40 86,27 88,90 100,00 87,06 84,19 96,70

2022 2023 2024
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKTL mengalami penurunan.  Pada aspek 

realisasi, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan sebesar 4,71 poin dari 

realisasi IKTL Tahun 2023 sebesar 88,90 menjadi 84,19 pada tahun 2024.  Sedangkan 

dari aspek Capaian kinerja, IKTL mengalami penurunan sebesar 3,30% yaitu capaian 

tahun 2023 sebesar 100% menjadi sebesar 96,07% pada tahun 2024.  Hal ini disebabkan 
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adanya perubahan tutupan lahan secara langsung yang dipengaruhi oleh perubahan 

penggunaan lahan seperti banyaknya perizinan pembukaan lahan (tambang dan PBPH). 

 

2.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi 

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka 

menengah Renstra 2021-2025 dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.3 Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target Renstra 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 

mencapai angka 84,19 dengan tutupan lahan seluas 6.465.487,80 Hektar.  Realisasi 

kinerja tersebut masih dibawah target akhir Renstra tahun 2025 yaitu 88,64.  Tingkat 

kemajuan capaian realisasi IKTL tahun 2024 terhadap target akhir Renstra tahun 2025 

sebesar 94,98%.  

Kualitas Tutupan lahan di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi luas lahan kritis di 

dalam dan di luar kawasan hutan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data lahan kritis 

dari Dirjen PDASRH KLHK tahun 2018 yang mengalami update (perkembangan) pada 

tahun 2020 terdapat 161.132,52 Hektar yang merupakan luas lahan kritis di luar kawasan. 

Sehingga kegiatan rehabilitasi lahan yang ditargetkan hingga tahun 2025 harus 

dilaksanakan untuk mengurangi bertambahnya luas lahan kritis setiap tahunnya di 

Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam 

pelaksanaan rehabilitasi khususnya diluar kawasan hutan. Kondisi ini merupakan alasan 

yang sangat kuat bagi pengembangan rehabilitasi dalam bentuk Hutan Rakyat dan/atau 

Penghijauan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Animo masyarakat Sulteng yang 

tinggi untuk melakukan penanaman pohon (rehabilitasi) perlu diapresiasi melalui 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capaian 2024
Target Akhir 

Renstra 2026

Tingkat 

Kemajuan

1 2 3 4 5 6 7=5/6*100

1.

Mewujudkan 

Harmonisasi antar 

Manusia dan 

Alam untuk 

Pembangunan

Meningkatnya 

Kualitas Tutupan 

Lahan 

Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 

(IKTL)

84,19 88,64 94,98
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kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang 

melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya (pemberdayaan masyarakat). Kegiatan 

penanaman dan kegiatan pendukung lainnya dapat memberikan kontribusi dalam 

menurunkan luas lahan kritis di Sulawesi Tengah. 

 

2.1.3 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra 

SKPD 

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 

melaksanakan kegiatan yang tercakup dalam 5 (lima) program yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan   

2. Program Pengelolaan Hutan 

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Kehutanan 

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)     

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 1 (satu) indikator 

sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2021-2025 dengan target yang sudah ditetapkan.  

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun 

eksternal yaitu : 

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan 

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan  

3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan 

di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Kehutanan Tahun 

Anggaran 2024. 

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam 

pencapaian organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga masih 

terdapat beberapa indikator sub kegiatan yang tidak mencapai target. Selain kurangnya 

penganggaran, salah satu penyebabnya yaitu terjadinya beberapa regulasi yang berubah 

secara mendasar karena kebijakan sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya 

pencapaian kinerja. 
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2.1.4 Perkiraan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025 

Pada tahun anggaran 2025, Dinas dan UPTD Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 71,444,898,258.43,- (Tujuh puluh satu milyar 

empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus 

lima puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah). Adapun realisasi anggaran pada  

program/kegiatan/sub.kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam 

Tabel 2.4 berikut :             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.4  Realisasi anggaran pada  program/kegiatan/sub.kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

14 15

Indikator Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

#

:
URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KEHUTANAN
64.577.686.060,95 61.583.453.675,43 12.447.625.065,00 13.304.629.766,00 12.447.625.065 13.304.629.766 ############## 12.447.625.065 

DINAS 

KEHUTANA

N

0 0
:

DINAS KEHUTANAN PROV. 

SULTENG 64.577.686.060,95 61.583.453.675,43 12.447.625.065,00 13.304.629.766,00 12.447.625.065 13.304.629.766 ############## 12.447.625.065 

Indeks Reformasi 

Birokrasi Perangkat 

Daerah

Indeks

68              68 -                     -                     0,00 -                     

# 1

Program :

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Nilai SAKIP Nilai

81              62.887.955.560,95 81 60.646.487.796,43 12.447.625.065,00 13.304.629.766,00 12.447.625.065 13.304.629.766 ############## 12.447.625.065 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat
Indeks

92              92 -                     -                     0,00 -                     

Persentase Realisasi 

Anggaran
%

97              97 -                     -                     0,00 -                     

# 1 1

Kegiatan :

Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Dokumen

8                409.432.906           8 232.287.600           ### -                          -                     -                     0,00 -                     

# 01 01 0001

Sub Kegiatan:

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Dokumen

8                236.652.906           8 104.512.600           ### -                     -                     0,00 -                     

# 01 01 0006

Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Laporan

1                172.780.000           1 127.775.000           -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 01 1 02

Kegiatan :
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Laporan

5                58.924.262.884,95 5 57.405.137.271,43 12.200.675.065,00 12.817.572.804,00 12.200.675.065 12.817.572.804 ############## 12.200.675.065

28 01 1 02 0001

Sub Kegiatan:
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/Bulan

12 58.821.013.134,95 12 57.321.072.271,43 ### 12.200.675.065      ### 12.792.372.804      12.200.675.065 12.792.372.804 ############## 12.200.675.065 

28 01 1 02 0005

Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Laporan

1                103.249.750           1 84.065.000             25.200.000             -                     25.200.000        25.200.000,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 01 1 03

Kegiatan :

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan 

Barang Milik Daerah 

pada

Perangkat Daerah

Laporan

3                84.570.000             3 51.010.000             5.600.000               8.400.000               5.600.000          8.400.000          14.000.000,00 5.600.000          

-                     -                     0,00 -                     

28 01 1 03 0002

Sub Kegiatan:
Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD

Dokumen

1                84.570.000             1 51.010.000             5.600.000               8.400.000               5.600.000          8.400.000          14.000.000,00 5.600.000          

-                     -                     0,00 -                     

Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

pemenuhan pelayanan 

Administrasi 

Perangkat Daerah

Dok

3                443.297.200           3 154.078.000           -                          -                     -                     0,00 -                     

28 01 1 05 0002

Sub Kegiatan:

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket

1                163.363.200           -                     -                     0,00 -                     

28 01 1 05 0004

Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 

Informasi 

Kepegawaian

Dokumen

3                223.214.000           3 129.523.000           -                     -                     0,00 -                     

28 01 1 05 0005

Sub Kegiatan:
Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi, 

dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Dokumen

1                56.720.000             1 24.555.000             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

Targ

et 

RPJ

MD 

Provi

nsi 

No Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kineja Program (outcome) / 

Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan 

(Output)

Ket

Reali

sasi 

Capa

ian 

Kiner

ja 

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PAGU AWAL)

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PERUBAHAN)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada
 Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW I 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW II

TRIWULAN I TRIWULAN II

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 s/d TW II

 Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RKPD 

Realisasi Kinerja 

dan Anggaran 

RPJMD Provinsi 

s/d Tahun 2024

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RPJMD 

Perangkat 

Daerah 

Penanggun

g Jawab

10a = 9
1 3 2 4

5 6 7 8 8.a 9 9a 10b = 9a 10c = 9 + 9a 11 = 10a / 8a 12 = 7 + 10 13 = 12 / 6 x 



Targ

et 

RPJ

MD 

Provi

nsi 

No Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kineja Program (outcome) / 

Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan 

(Output)

Ket

Reali

sasi 

Capa

ian 

Kiner

ja 

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PAGU AWAL)

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PERUBAHAN)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada
 Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW I 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW II

TRIWULAN I TRIWULAN II

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 s/d TW II

 Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RKPD 

Realisasi Kinerja 

dan Anggaran 

RPJMD Provinsi 

s/d Tahun 2024

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RPJMD 

Perangkat 

Daerah 

Penanggun

g Jawab

28 01 1 06

Kegiatan :
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Dok

1                667.463.940           1 326.916.540           -                          ### 65.626.300             -                     65.626.300        65.626.300,00 -                     

28 01 1 06 0004

Sub Kegiatan:
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

Paket

1                288.790.940           1 107.660.540           ### 65.626.300             -                     65.626.300        65.626.300,00 -                         

28 01 1 06 0009

Sub Kegiatan:

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Laporan

1                378.673.000 1 219.256.000 -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 01 1 07

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang

Urusan Pemerintah 

Daerah

Paket

4                363.692.500           4 34.500.000             -                              -                     -                     0,00 -                         

28 01 1 07 0005

Sub Kegiatan: Pengadaan Mesin

Jumlah Unit Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan

Unit

1                251.592.500           1 16.800.000             -                     -                     0,00 -                     

28 01 1 07 0006

Sub Kegiatan:
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

Unit

1                112.100.000           1 17.700.000             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

3 28 01 1 08

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Laporan

2                1.107.680.000 2 1.441.474.255 206.350.000 292.233.191 206.350.000      292.233.191      498.583.191,00 206.350.000      

28 01 1 08 0004

Sub Kegiatan:
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

Laporan

1                1.107.680.000        1 1.088.380.000        ### 206.350.000           ### 197.518.000           206.350.000      197.518.000      403.868.000,00 206.350.000      

28 01 1 08 0002

Sub Kegiatan:

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Laporan

1                367.420.855           1 353.094.255           ### 94.715.191             -                     94.715.191        94.715.191,00 -                         

-                     -                     0,00 -                     

28 01 1 09

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Unit Barang 

Milik Daerah 

Penunjang

Urusan Pemerintahan 

Daerah yang 

dipelihara/rehabilitasi

unit

446            887.556.130           446 1.001.084.130        35.000.000             120.797.471           35.000.000        120.797.471      155.797.471,00 35.000.000        

28 01 1 09 0001

Sub Kegiatan:

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Unit

1                190.100.000           1 159.300.000           ### 6.497.471               -                     6.497.471          6.497.471,00 -                         

28 01 1 09 0006

Sub Kegiatan:
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Unit

1                284.160.000           1 254.488.000           35.000.000             30.000.000             35.000.000        30.000.000        65.000.000,00 35.000.000        

28 01 1 09 0010

Sub Kegiatan:

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

Unit

1                413.296.130           1 587.296.130           84.300.000             -                     84.300.000        84.300.000,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03

Program :
PROGRAM PENGELOLAAN 

HUTAN

Persentase jumlah 

data dan informasi 

Pengelolaan Hutan 

Bidang Perencanaan 

dan Pemanfaatan 

Hutan, Perlindungan 

dan KSDAE, dan 

Pengelolaan DAS dan 

RHL

%

930.452.200           554.611.100           -                          -                     -                     0,00 -                     

Persentase Kerusakan 

Kawasan Hutan
%

-                     -                     0,00 -                     

Persentase Data dan 

Informasi Sumber 

Daya Hutan 

Mendukung KPH di 

Sulawesi Tengah

%

-                     -                     0,00 -                     



Targ

et 

RPJ

MD 

Provi

nsi 

No Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kineja Program (outcome) / 

Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan 

(Output)

Ket

Reali

sasi 

Capa

ian 

Kiner

ja 

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PAGU AWAL)

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PERUBAHAN)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada
 Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW I 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW II

TRIWULAN I TRIWULAN II

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 s/d TW II

 Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RKPD 

Realisasi Kinerja 

dan Anggaran 

RPJMD Provinsi 

s/d Tahun 2024

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RPJMD 

Perangkat 

Daerah 

Penanggun

g Jawab

28 03 1 01

Kegiatan :

Pengelolaan Rencana Tata 

Hutan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kewenangan Provinsi

Jumlah data 

perubahan fungsi dan 

peruntukkan kawasan 

hutan

Dokumen

1                169.117.000           1 91.363.500             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 01 0004

Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Usulan Perubahan Fungsi 

dan Peruntukan Hutan

Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Usulan 

Perubahan 

Peruntukkan dan 

Fungsi Kawasan 

Hutan untuk Wilayah 

Provinsi

Dokumen

1                29.616.000             1 -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 01 0009

Sub Kegiatan:

Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi penatagunaan 

Kawasan hutan

Laporan data, 

informasi dan 

perkembangan 

pelaksanaan kegiatan 

penatagunaan 

kawasan hutan

Dokumen

1                139.501.000           1 91.363.500             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03 1 03

Kegiatan :

Pemanfaatan Hutan Di 

Kawasan Hutan Produksi 

dan Hutan Lindung  

Jumlah data dan 

informasi pemanfaatan 

hutan di kawasan 

hutan lindung dan 

hutan produksi

Dokumen

2                111.724.750           2 59.874.750             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 03 0013

Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Perizinan 

Berusaha Pemanfaatan 

Hutan di Kawasan Hutan 

Produksi

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi 

Sinkronisasi 

Pembinaan, 

Pengendalian, dan 

Pengawasan PBPH Di 

Kawasan Hutan 

Produksi

Dokumen

2                111.724.750           2 59.874.750             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03 1 04

Kegiatan :
Pelaksanaan Rehabilitasi di 

Luar Kawasan Hutan Negara

Jumlah Laporan 

Pembinaan dan/atau 

Pengawasan Lahan 

dan Tahura

Laporan

28              225.000.000           28 189.815.000           -                          -                     -                     0,00 -                     

Luas Rehabilitasi 

Hutan Dan lahan 

Dengan Pemanfaatan 

Bibit Oleh Mayarakat 

Dan Penanaman Oleh 

Stakeholder Lainya

Ha

1.130         1130 -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 04 0001

Sub Kegiatan:

Penyusunan Rencana 

Tahunan Rehabilitasi Lahan 

(RTnRL)

Jumlah Dokumen 

Rencana Tahunan 

Rehabilitasi Lahan 

yang Disusun (RTnRL)

Dokumen

1                115.000.000           1 115.000.000           -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 04 0004

Sub Kegiatan:

Pembangunan Penghijauan 

Lingkungan di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Luas Lahan yang 

Dihijaukan di Luar 

Kawasan Hutan 

Negara

Ha

50              39.950.499             50 39.775.250             -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 04 0008

Sub Kegiatan:

Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam rangka 

Pengembangan Rehabilitasi 

Lahan

Jumlah Laporan 

Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam 

Rangka 

Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Laporan

28              70.049.501             28 35.039.750             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03 1 05

Kegiatan :

Pelaksanaan Perlindungan 

Hutan di Hutan Lindung dan 

Hutan Produksi  

Jumlah Laporan 

Koordinasi dalam 

pelaksanaan 

pencegahan, 

pengendalian dan 

penanganan 

kebakaran hutan & 

lahan

Laporan

1                280.452.200           1 152.144.600           -                          -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 05 0004

Sub Kegiatan:

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Perlindungan 

Hutan

Jumlah Laporan 

Pertemuan/Rapat 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan

Dokumen

2                104.077.200           2 48.213.600             -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 05 0005

Sub Kegiatan:

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan/Penanggulanga

n Kebakaran Hutan dan 

Lahan

Jumlah Laporan 

Patroli /Sosialisasi 

yang Dilaksanakan 

Dalam Satu Tahun

Laporan

8                87.725.000             8 43.476.000             -                     -                     0,00 -                     
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TRIWULAN I TRIWULAN II

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 s/d TW II

 Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RKPD 

Realisasi Kinerja 

dan Anggaran 

RPJMD Provinsi 

s/d Tahun 2024

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RPJMD 

Perangkat 

Daerah 

Penanggun

g Jawab

Sub Kegiatan:

Pencegahan dan 

Pemberantasan Kerusakan 

Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan 

yang dilakukan 

pengamanan hutan

Ha

250            88.650.000             250 60.455.000             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03 1 06

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK)

Jumlah Permohonan 

PBPHH Bukan Kayu 

Skala Kecil dan 

Menengah yang 

Dilayani

Unit 

Manajemen

8                23.854.000             8 12.422.500             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 06 0007

Sub Kegiatan:

Fasilitasi Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Pengolahan Hasil Hutan 

(PBPHH) Kayu dan/atau 

HHBK skala kecil dan 

menengah yang menjadi 

kewenangan provinsi

Jumlah permohonan 

PBPHH Kayu dan/atau 

Bukan Kayu skala 

kecil dan menengah 

yang dilayani

Unit 

Manajemen

5                23.854.000             5 12.422.500             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03 1 07

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Jumlah Unit 

Managemen PBPHH 

Kayu

Unit 

Manajemen

8                70.304.250             8 23.124.250             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 07 0004

Sub Kegiatan:

Pembinaan dan 

Pengawasan PBPHH (Kayu 

dan/atau HHBK) skala kecil 

dan menengah yang menjadi 

kewenangan provinsi

Laporan Kegiatan 

pelaksanaan 

Pengawasan PBPHH 

(Kayu dan/atau HHBK) 

untuk skala usaha 

kecil dan menengah 

yang menjadi 

kewenangan provinsi

Laporan

1                70.304.250             1 23.124.250             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 03 1 09

Kegiatan : Perbenihan Tanaman Hutan

Jumlah data(asal usul, 

jenis mutu) benih atau 

bibit yang beredar

Laporan

13              50.000.000             13 25.866.500             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 03 1 09 0005

Sub Kegiatan:
Pengawasan Peredaran 

Benih dan/atau Bibit

Jumlah Data (Asal 

Usul, Jenis Mutu) 

Benih Atau Bibit yang 

Beredar

Laporan

13              50.000.000             13 25.866.500             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 04

Program :

PROGRAM KONSERVASI 

SUMBER DAYA ALAM 

HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA

Persentase data dan 

informasi pada 

Kegiatan Bidang 

Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan 

Ekoistemnya

%

119.177.800           52.433.850             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 04 1 03

Kegiatan :

Pengelolaan Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting, 

Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam  

Jumlah 

Kelompok/Masyarakat 

yang Diberdayakan 

dan dibina

Orang

130            119.177.800           130 52.433.850             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 04 1 03 0005

Sub Kegiatan:

Penguatan Kapasitas dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

di Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah 

Kelompok/Masyarakat 

yang Diberdayakan

Orang

130            64.922.800             130 31.563.900             -                     -                     0,00 -                     

28 04 1 03 0006

Sub Kegiatan:

Pengelolaan Daerah 

Penyangga di Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Luas Daerah 

Penyangga di 

Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting 

yang Dikelola

Ha

5.439         54.255.000             5439 20.869.950             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 05

Program :

PROGRAM PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN, 

PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DI BIDANG 

KEHUTANAN

Persentase data dan 

informasi bidang 

penyuluhan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan hutan 

adat

%

540.100.500           280.955.250           -                          -                     -                     0,00 -                     

28 05 1 01

Kegiatan :

Pelaksanaan Penyuluhan 

Kehutanan Provinsi dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Nilai Transaksi 

Ekonomi Perhutanan 

Sosial

Rupiah/Kapita

5,801E+09 540.100.500           5,801E+09 280.955.250           -                          -                     -                     0,00 -                     

Nilai Transaksi 

Ekonomi KTH
Rupiah/Kapita

1,866E+09 1,866E+09 -                     -                     0,00 -                     

Luas Kawasan Hutan 

Yang Dikelola Oleh 

Masyarakat Dalam 

Skema HD, HKm, HTR 

dan Kemitraan 

Kehutanan

Ha

1300 1300 -                     -                     0,00 -                     



Targ

et 

RPJ

MD 

Provi

nsi 

No Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kineja Program (outcome) / 

Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan 

(Output)

Ket

Reali

sasi 

Capa

ian 

Kiner

ja 

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PAGU AWAL)

Target Kinerja dan Anggaran 

APBD Provinsi Tahun 2025 

(PERUBAHAN)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada
 Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW I 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 TW II

TRIWULAN I TRIWULAN II

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran APBD 

Provinsi Tahun 

2025 s/d TW II

 Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RKPD 

Realisasi Kinerja 

dan Anggaran 

RPJMD Provinsi 

s/d Tahun 2024

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

RPJMD 

Perangkat 

Daerah 

Penanggun

g Jawab

28 05 1 01 0002

Sub Kegiatan:

Penguatan dan 

Pendampingan 

Kelembagaan Kelompok 

Tani Hutan

Jumlah Kelompok Tani 

Hutan yang Mandiri 

yang Mengikuti 

Penguatan dan 

Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok

28              463.662.000           28 259.070.250           -                     -                     0,00 -                     

28 05 1 01 0004

Sub Kegiatan:

Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Penyuluh 

Kehutanan

Jumlah Penyuluh 

Kehutanan yang 

Dilakukan Peningkatan 

Kapasitas

Orang

65              34.342.500             65 8.220.000               -                     -                     0,00 -                     

28 05 1 01 0006

Sub Kegiatan:
Pengembangan Usaha 

Perhutanan Sosial

Jumlah KUPS yang 

ditingkatkan 

Kualitasnya

Unit

2                14.520.000             2 7.735.000               -                     -                     0,00 -                     

28 05 1 01 0007

Sub Kegiatan:
Penyiapan Perhutanan 

Sosial

Luas Kawasan yang 

disiapkan untuk 

Perhutanan Sosial

Ha

1.300         27.576.000             1300 5.930.000               -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

28 06

Program :

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI 

(DAS)

Persentase data dan 

informasi di 

pengelolaan daerah 

aliran sungai (DAS) 

Provinsi Sulawesi 

Tengah

%

100.000.000           48.965.679             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 06 1 01

Kegiatan :

PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN DAS 

LINTAS DAERAH 

KABUPATEN/KOTA DAN 

DALAM DAERAH 

KABUPATEN/KOTA DALAM 

1 (SATU) DAERAH 

PROVINSI

Jumlah dokumen 

pengelolaan DAS 

sesuai kewenangan 

Provinsi

Dokumen

1                100.000.000           1 48.965.679             -                          -                     -                     0,00 -                     

28 06 1 01 0004

Sub Kegiatan:

Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Kegiatan Pengelolaan 

DAS

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Kegiatan Pengelolaan 

DAS

Orang

60              50.000.000             60 24.695.000             -                     -                     0,00 -                     

28 06 1 01 0008

Sub Kegiatan:

Peningkatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Optimalisasi 

Fungsi dan Daya Dukung 

Wilayah DAS

Jumlah dokumen 

sinkronisasi dan 

koordinasi optimalisasi 

DAS

Dokumen

1                50.000.000             1 24.270.679             -                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     

-                     -                     0,00 -                     



13 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan telah 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi serta sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016, 

maka uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

mengalami perubahan.  

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur 

Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2016  adalah sebagai berikut: 

A. Tugas 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan 

Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

B. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang bidang sarana dan pengolahan hasil 

Kehutanan, produksi dan perlindungan  tanaman Kehutanan, Pengelolaan 

DAS dan RHL; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil Kehutanan, 

produksi dan perlindungan  tanaman Kehutanan, Pengelolaan DAS dan RHL; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil 

Kehutanan, produksi dan perlindungan  tanaman Kehutanan, Pengelolaan 

DAS dan RHL; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas kehutanan; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 



14 

 

C. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis 

penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

dibidang kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi : 

1) Melaksanakan pembinaan teknis dan penyelenggaraan di bidang kehutanan. 

2) Melaksanakan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang 

kehutanan. 

3) Melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang 

kehutanan. 

b.  Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi 

Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di 

lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Perubahan Rencana Kerja, 

pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum; 

2) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan Perubahan Rencana Kerja, 

pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;  

3) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi 

keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum; 

4) pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, asset, 

kepegawaian, rumah tangga dan umum; 

5) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan 

pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; 

6) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

kesekretariatan;  
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7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat, membawahi : 

a) Sub Bagian Perencanaan Program  

b) Sub Bagian Keuangan dan Asset  

c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutanmempunyai tugas  

penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta 

pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan dan Tata Hutan, 

Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan, dan Pengolahan, Pemasaran dan 

PNBP. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan 

di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi; 

2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan 

KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) 

Provinsi; 

3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan 

neraca sumber daya hutan provinsi;  

4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,pemungutan 

hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi 

di wilayah Provinsi; 

5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak 

dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi; 
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6) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha 

pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; 

7) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, 

perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta 

tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi; 

8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis 

penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja usaha pemanfaatan 

hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi; 

9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian 

penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib 

peredaran hasil hutan di Provinsi;  

10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri 

primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer 

hasil hutan bukan kayu; 

11) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan 

laporan pelaksanaan tugas bidang Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan 

Hutan;dan 

12) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi : 

a) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan 

b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

c) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP 

d. Bidang Perlindungan dan KSDAE  

Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai tugas  penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap 

penyelenggaraan fungsi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan,dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan dan 

KSDAE, mempunyai fungsi: 
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1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengendalian 

Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 

dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan 

kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan 

penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang 

kehutanan di wilayah Provinsi; 

3) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan Pengendalian Kerusakan Dan 

Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,dan Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan pihak dan unit terkait; 

4) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA 

lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura; 

5) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa 

liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; 

6) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga 

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum 

kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di 

Provinsi. 

7) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengendalian 

Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan,dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;  

8) Penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan 

laporan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan KSDAE; dan 

9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Perlindungan dan KSDAE, membawahi : 

a) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan 

b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
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c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan  

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL melaksanakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengelolaan DAS, 

Rehabilitasi Hutan  dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan; 

2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam 

pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum 

pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah 

Provinsi; 

3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam 

rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove 

dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi 

tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;   

4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam 

pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman 

hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah 

Provinsi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan 

Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan  dan Lahan, dan Perbenihan 

Tanaman Hutan;  

5) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengelolaan DAS, 

Rehabilitasi Hutan  dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;  

6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan 

laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan DAS dan RHL; dan  

7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, membawahi : 

a) Seksi Pengelolaan DAS  

b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

c) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan 
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f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat  

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat mempunyai 

tugas  melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat, mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat; 

3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan 

kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; 

4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam 

pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, 

Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam wilayah 

Provinsi;  

5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam 

penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan 

dengan tujuan khusus untuk religi dalam wilayah Provinsi; 

6) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan Penyuluhan, 

sarana dan prasarana Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan 

Adat, dan pengolahan dan pemasaran hasil Penyuluhan, Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Hutan Adat;  

7) Penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan 

laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Hutan Adat;dan 

8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, 

membawahi  : 

a) Seksi Penyuluhan  

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

c) Seksi Hutan Adat 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura)  

UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA) mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 

bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA).  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Taman Hutan Raya 

(TAHURA) mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA; 

2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA; 

3) Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan kawasan TAHURA; 

4) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta 

habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di 

kawasan TAHURA; 

5) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan 

jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan 

TAHURA; 

6) Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA; 

7) Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan 

TAHURA; 

8) Pelaksanaa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan 

sekitar kawasan TAHURA; 

9) Pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan 

TAHURA; 

10) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA. 

11) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan 

laporan pelaksanaan tugas;  
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12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

UPTD Taman Hutan Raya membawahi  : 

a) Sub Bagian Tata Usaha  

b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan 

c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat 

d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas : 

- Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan 

hukum pada kawasan Tahura 

- Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan 

pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura 

- Pengendali Ekosistem Hutan, ,melaksanakan tugas    pengendalian 

tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan Tahura 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH)  

UPTD UPT KPH terdiri dari 13 (tiga belas) unit KPH, yaitu: 

1) KPH Dampelas Tinombo adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit IV dan III di 

Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong; 

2) UPT KPH Toili  Baturube adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIX di 

Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Morowali 

Utara; 

3) UPT KPH Dolago  Tanggunung adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VI, IX 

dan V di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten 

Donggala, Kabupaten Poso, dan Kota Palu; 

4) UPT KPH Pogogul adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit I di Kabupaten 

Buol, dan Kabupaten Tolitoli; 

5) UPT KPH Sintuwu Maroso adalah adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 
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XII,X,XI di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten 

Sigi; 

6) UPT KPH Sivia Patuju adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XVII dan XVI 

di Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai; 

7) UPT KPH Balantak adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XX dan XVIII 

di Kabupaten Banggai; 

8) UPT KPH Topeasa Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIV di 

Kabupaten Morowali; 

9) UPT KPH Pulau Peling adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XXI di 

Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut; 

10) UPT KPH Topeasa Roa adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XIII dan XV 

di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Tojo Unauna, dan 

Kabupaten Poso; 

11) UPT KPH Banawa Lalundu adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VII di 

Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu; 

12) UPT KPH Kulawi adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VIII di 

Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso; 

13) UPT KPH Gunung Dako adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit II  di 

Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Moutong; 

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

tugas penunjang  operasional pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH dan 

tugas administrasi kehutanan guna percepatan efesiensi pelanyanan publik 

bidang kehutanan yang berada di luar kawasan. 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Kesatuan 

Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH; 

2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH; 

3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di 

wilayah KPH; 

4) Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH; 

5) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan 

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di 

wilayah KPH; 

6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan 

kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di wilayah KPH; 

7) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan hutan KPH; 

8) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan 

hutan  serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan 

perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; 

9) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan 

hutan; 

10) Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan 

administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna 

mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik; 

11) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT;  

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan membawahi  : 

a) Sub Bagian Tata Usaha 

b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat 

d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas : 
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- Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan 

hukum pada kawasan unit KPH. 

- Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan 

pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH. 

- Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian 

tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH. 

- Resort, mempunyai tugas membantu Kepala KPH dalam 

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, 

pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis 

dalam wilayah kerjanya. 

Susunan dan Struktur Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

selengkapnya disajikan pada Gambar 1 berikut: 

 

 

 



25 

 

Gambar 1. 

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Dalam rangka sinergitas progam antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota 

dan kementerian/lembaga di tingkat pusat, serta peningkatan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi serta pelayanan untuk masing-masing Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan  

Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

a) Sinkronisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 serta Koordinasi Rencana   

Pembangunan Kehutanan Tahun 2025 di kabupaten/kota dalam hal ini diseluruh 

UPT lingkup Dinas Kehutanan. 

b) Mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional IV 

yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Wilayah 

Regional IV. 

c) Melaksanakan Rapat Konsultasi Publik Rancangan Perda  Sulawesi Tengah 

tentang Pengelolaan Tahura Sulteng, Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data 

Statistik Kehutanan Tahun 2024, Rapat Koordinasi Perlindungan Hutan 

Provinsi Sulawesi Tengah serta Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 

KPH tingkat Kabupaten. 

d) Melaksanakan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi 

Kerja PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. 

e) Melaksanakan Sosialisasi dan Desiminasi PUHH dan PIK serta Fasilitasi/ 

Sosialisasi HTR yang pesertanya berasal dari UPT KPH dan TAHURA lingkup 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk merumuskan solusi pemecahan 

berbagai masalah yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam 

melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam 

mewujudkan program prioritas berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Berdasarkan 

hasil identifikasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan 

hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, beberapa permasalahan dan hambatan 

yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : 
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A. Sekretariat 

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah 

belum optimal. 

2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang 

bersertifikat. 

3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program 

dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi, Kab/Kota dan UPT Kemenhut belum 

optimal. 

4. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan 

para pihak. 

5.   Peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur 

selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih hares ditingkatkan. 

B. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat 

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR). 

2. Belum optimalnya pelaksanaan dan implementasi program Perhutanan Sosial. 

3. Belum optimalnya pelaksanaan dan implementasi program Hutan Adat. 

4. Belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, pengembangan kelompok tani 

hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

C. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Adat 

A.   Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa  (HD).  

B.   Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum 

lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan 

rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat 

C.   Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan 

RHL masing kurang. 
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D. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE 

1. Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari 

hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil. 

2.   Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan 

secara terintegrasi di daerah. 

3.   Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak 

hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan. 

4.   Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi 

pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan. 

E. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

A. Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini. 

B. Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak 

sesuai dengan kondisi lapangan. 

C. Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda 

batas yang jelas dilapangan. 

D. Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH di wilayahnya. 

E. Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap 

dan akurat. 

F. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum 

mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan 

kayu. 

G. Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu 

dengan kemampuan penyediaan bahan baku 

F. UPTD Tahura  

A.    Belum adanya zonasi/pembagian blok-blok areal yang jelas (Definitif). 

B.    Masih terjadi kegiatan illegal logging dan alih fungsi kawasan. 

C.    Pemanfaatan potensi kawasan sangat terbatas. 

D.    Kondisi batas di lapangan kurang jelas dan/atau tidak sesuai lagi dengan peta  

tata batas. 

E.    Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran masih lemah. 

F.    Pengawasan dan pengamanan sangat terbatas (bersifat temporer) . 
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G.    SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan sangat 

terbatas. 

H. Sarana prasarana di lapangan untuk kegiatan ilmu 

pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi belum memadai serta belum   

ada panduan pelaksanaannya. 

I. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan di dalam kawasan Tahura oleh instansi terkait 

kurang koordinasi dan keterpaduan dengan petugas dari Tahura sendiri, sehingga 

hasilnya tidak diketahui. 

G. UPTD KPH  

1. Penyelenggaraan pengelolaan wilayah KPH belum optimal. 

2. Masih kurangnya tenaga teknis dan administrasi keuangan yang bersertifikat.  

3. Kapasitas penyelenggaraan Diklat Kemenhut untuk SDM KPH belum memenuhi 

kebutuhan. 

4. Kapasitas organisasi masih belum mencerminkan pengelolaan di tingkat tapak. 

5. Kurangnya data informasi potensi wilayah KPH yang terintegrasi sesuai dengan 

kebutuhan para pihak. 

6. Konvergensi UPT Kementrian Kehutanan belum mempunyai dasar hukum yang 

kuat. 

7. Peran operasional UPT KPH belum didukung dengan Peraturan Kementerian 

Kehutanan yang memadai. 

8. Penyelenggaraan pengelolaan wilayah KPH belum optimal. 

9. Masih kurangnya tenaga teknis dan administrasi keuangan yang bersertifikat. 

10. Kapasitas penyelenggaraan Diklat Kemenhut untuk SDM KPH belum memenuhi     

kebutuhan. 

11. Sarana dan Prasarana KPH belum memadai.  

12. Belum selesainya penataan batas luar kawasan hutan serta telah hilangnya 

dan/atau telah rusaknya sebagian batas luar kawasan hutan di wilayah KPH. 

13. Terdapat kawasan hutan di dalam wilayah KPH yang mengalami kerusakan 

berupa lahan kritis. 

14. Perubahan struktur hutan akibat tidak seimbangnya aktivitas pemanfaatan dan 

pemulihan. 
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15. Konfliks tenurial dan gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan, 

illegal logging, penguasaan lahan (sertifikasi) dan perladangan yang 

terjadi/ditemukan di dalam kawasan hutan wilayah KPH. 

16. Belum berkembangnya akses pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam. 

17. Kesenjangan antara supply dan demand bahan baku hasil hutan kayu, khususnya 

kayu untuk kebutuhan energi (kayu bakar) dan hasil hutan bukan kayu (rotan dan 

getah damar). 

18. Belum ada pengembangan jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. 

19. Belum ada pengembangan akses pasar hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan 

kayu. 

20. Keterbatasan infrastruktur di wilayah KPH untuk mendukung berkembangnya 

kegiatan ekonomi. 

21. Rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap usaha-usaha 

konservasi, perlindungan dan pemeliharaan kawasan hutan. 

22. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lahan 

di kawasan hutan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan, khususnya hasil 

hutan bukan kayu. 

23. Belum ada pengakuan secara yuridis (formal) terhadap keberadaan Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) Suku Wana beserta nilai-niai kearifan lokalnya, yang 

seharusnya menjadi bagian dalam kegiatan pengelolaan kehutanan.  

24. Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana baik dalam Jumlah maupun 

kualifikasinya dalam pelaksanaan pembangunan KPH Toili Baturube. 

25. Belum dipahaminya tujuan dan manfaat pembangunan, KPH 

26. Belum kuatnya kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dalam rangka 

menopang perekonomiannya. 

      Permasalahan-permasalahan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi terhadap pencapaian visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yaitu 

“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH 

MAJU” dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah khususnya terhadap misi VI yaitu 

menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud 

pembangunan berkelanjutan. Misi ini akan diwujudkan melalui Program Penataan Ruang 
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Terintegrasi, Mitigasi Perubahan Iklim dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi 

Lingkungan Hidup. Selain itu, permasalahan tersebut juga berpengaruh terhadap capaian 

program nasional/internasional, khususnya yang terkait dengan penanggulangan 

kemiskinan serta upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi 

dan degradasi hutan, namun dengan mengoptimalkan kekuatan, peluang, kelemahan dan 

ancaman yang ada, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tetap optimis dapat 

mendukung untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.        

Adapun strategi yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1). Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; 

2). Meningkatkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati; 

3). Mewujudkan koordinasi dan penetapan RTRW Provinsi serta koordinasi pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

4). Percepatan pemberian akses kelola hutan social melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan 

Hutan Adat, untuk penyelesaian konflik tenurial dan pemanfaatan potensi ekonomi 

sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan; 

5). Meningkatkan pengelolaan tata hutan KPH dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan 

lindung; 

6). Meningkatkan upaya perlindungan hutan lindung dan hutan produksi serta 

mengoptimalisasi pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar 

kawasan hutan; 

7). Meningkatkan pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Sulawesi Tengah. 

8). Meningkatkan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota.  

Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai rekomendasi dan catatan penting dalam 

menyusun rencana program/kegiatan prioritas setiap tahun, sehingga penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat berkontribusi 

dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta pencapai program 

nasional/internasional. 
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berdasarkan hasil analisis terhadap misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah, serta evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya, maka indikator kinerja 

utama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 adalah Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Oleh karena itu, program dan kegiatan Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diprioritaskan pada kegiatan yang terkait dengan 

upaya peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam Perubahan Rencana 

Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diprioritaskan pada 

program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah rehabilitasi hutan dan fasilitasi 

perhutanan sosial. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan kebutuhan dananya 

relatif besar adalah : 

a. Program Pengelolaan Hutan, kegiatannya : 

➢ Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

kewenangan Provinsi  

➢ Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 

➢ Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

➢ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 

➢ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

➢ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

➢ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun 

➢ Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi 

➢ Perbenihan Tanaman Hutan 

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan, kegiatannya : 

➢ Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak 

Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi 

➢ Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

➢ Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan 
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Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Bidang Kehutanan, kegiatannya : 

➢ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Kehutanan 

d. Program Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), kegiatannya : 

➢ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah 

Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Berdasarkan hasil Koordinasi Rencana Pembangunan Kehutanan Tahun 2025 di 

kabupaten/kota yang melibatkan seluruh UPT lingkup Dinas Kehutanan Prov. Sulteng, 

maka usulan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 

rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kehutanan Tahun 

2025 disajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

1. 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

83
undefined

83
undefined

70.012.158.298,00 68.573.114.133,95 65.548.910.027,91 -69.038.728.298,00 973.430.000,00

3.28.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

8 Dokumen 8 Dokumen 529.007.000,00 409.432.906,00 232.287.600,00 -296.719.400,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

8 Dokumen 8 Dokumen 215.062.000,00 236.652.906,00 104.512.600,00 -110.549.400,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 313.945.000,00 172.780.000,00 127.775.000,00 -186.170.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Perangkat Daerah

5 Laporan 5 Laporan 57.478.246.862,00 58.924.262.884,95 57.405.137.271,41 -73.109.590,59 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

400 Orang/
Bulan

400 Orang/
Bulan

57.388.347.112,00 58.821.013.134,95 57.321.072.271,41 -67.274.840,59 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
OPSEN PAJAK
MINERAL
BUKAN LOGAM
DAN BATUAN
(MBLB)
DANA BAGI
HASIL (DBH)
DANA ALOKASI
UMUM (DAU)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU
TAMBAHAN
DUKUNGAN
PENDANAAN
ATAS
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 89.899.750,00 103.249.750,00 84.065.000,00 -5.834.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

3 Laporan 3 Laporan 62.430.000,00 84.570.000,00 51.010.000,00 -11.420.000,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 62.430.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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 Tabel 2.5 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kehutanan Tahun 2025



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 84.570.000,00 51.010.000,00 51.010.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

62.430.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
pemenuhan pelayanan
Administrasi Perangkat
Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 355.287.549,00 443.297.200,00 154.078.000,00 -201.209.549,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 11.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

1 Paket 1 Paket 0,00 163.363.200,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 223.214.000,00 129.523.000,00 129.523.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 56.720.000,00 24.555.000,00 24.555.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

11.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 2.134.573.910,00 1.256.791.838,00 613.933.796,00 -1.520.640.114,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 0,00 288.790.940,00 107.660.540,00 107.660.540,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

0 Laporan 0 Laporan 502.177.000,00 378.673.000,00 219.256.000,00 -282.921.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

4 Paket 4 Paket 1.591.831.403,00 363.692.500,00 34.500.000,00 -1.557.331.403,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 900.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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NO KODE
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URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
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RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
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SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

300.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 251.592.500,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

600.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 149.089.520,00 112.100.000,00 0,00 -149.089.520,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

2 Laporan 2 Laporan 5.577.084.594,00 5.296.760.793,00 5.261.891.804,00 -315.192.790,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 0,00 367.420.855,00 353.094.255,00 353.094.255,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
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OPD
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CAPAIAN
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TAHUN 2023
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CAPAIAN

TARGET RENJA
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
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JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.107.680.000,00 1.088.380.000,00 1.088.380.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Unit Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang
dipelihara/rehabilitasi

446 Unit 446 Unit 2.283.696.980,00 1.794.306.012,00 1.796.071.556,50 -487.625.423,50 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 0,00 190.100.000,00 159.300.000,00 159.300.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

1 Unit 1 Unit 334.160.000,00 284.160.000,00 254.488.000,00 -79.672.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 71.700.000,00 0,00 0,00 -71.700.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 413.296.130,00 413.296.130,00 587.296.130,00 174.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

1. 3.28.03 PROGRAM
PENGELOLAAN HUTAN

Persentase jumlah data
dan informasi Pengelolaan
Hutan Bidang Perencanaan
dan Pemanfaatan Hutan,
Perlindungan dan KSDAE,
dan Pengelolaan DAS dan
RHL

100 % 100 % 5.618.188.650,00 5.013.872.950,00 4.201.854.528,62 -2.570.188.650,00 3.048.000.000,00

3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata
Hutan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) Kewenangan
Provinsi

Jumlah data perubahan
fungsi dan peruntukkan
kawasan hutan

1 Dok 1 Dok 168.848.000,00 169.117.000,00 91.363.500,00 -77.484.500,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Jumlah Rancang Bangun
Tata Hutan Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan
yang Disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
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REALISASI
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PRAKIRAAN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
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PENANGGUNG
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PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Produksi/Lidung (KPHP/L)
yang Telah Dilakukan
Pembagian Blok

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi Usulan
Perubahan Peruntukkan dan
Fungsi Kawasan Hutan untuk
Wilayah Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 52.848.000,00 29.616.000,00 0,00 -52.848.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0009 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan

Laporan data, informasi dan
perkembangan pelaksanaan
kegiatan penatagunaan
kawasan hutan

1 Dokumen 1 Dokumen 116.000.000,00 139.501.000,00 91.363.500,00 -24.636.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
kecuali pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)

Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan yang
Tersusun 

1 Dok 1 Dok 380.968.200,00 376.767.550,00 292.593.775,00 -88.374.425,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

Masyarakat 30.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.02.0005 Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Jumlah Hasil Dokumen
konsultasi Publik

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

30.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di
Kawasan Hutan Produksi
dan Hutan Lindung

Jumlah data dan informasi
pemanfaatan hutan di
kawasan hutan lindung dan
hutan produksi

2 Dok 2 Dok 116.000.000,00 111.724.750,00 59.874.750,00 -56.125.250,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

Jumlah Data dan Informasi
Terkait Luas Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan di Kawasan Hutan
Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani

Jumlah Dokumen Analisis
dalam Rangka Pemberian
Pertimbangan Teknis
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH)

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Sinkronisasi
Pembinaan, Pengendalian,
dan Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan Produksi

2 Dokumen 2 Dokumen 116.000.000,00 111.724.750,00 59.874.750,00 -56.125.250,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di
Luar Kawasan Hutan Negara

Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan Lahan
dan Tahura
Luas Rehabilitasi Hutan Dan
lahan Dengan Pemanfaatan
Bibit Oleh Mayarakat Dan
Penanaman Oleh
Stakeholder Lainya

1130 Ha
28 Laporan

1130 Ha
28 Laporan

3.137.386.502,00 2.918.441.300,00 2.841.047.625,50 -296.338.876,50 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 2.340.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

Jumlah Dokumen Rencana
Tahunan Rehabilitasi Lahan
yang Disusun (RTnRL)

1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
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Luas Lahan yang Dihijaukan
di Luar Kawasan Hutan
Negara

50 Ha 50 Ha 100.000.000,00 39.950.499,00 39.775.250,00 -60.224.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam
Rangka Pengembangan
Rehabilitasi Lahan

28 Laporan 28 Laporan 185.000.000,00 70.049.501,00 35.039.750,50 -149.960.249,50 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan
Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi

Jumlah Laporan Koordinasi
dalam pelaksanaan
pencegahan, pengendalian
dan penanganan kebakaran
hutan & lahan

1 Laporan 1 Laporan 1.010.215.348,00 910.746.200,00 575.651.390,00 -434.563.958,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Jumlah Laporan
Pertemuan/Rapat Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Perlindungan
Hutan

2 Dokumen 2 Dokumen 107.864.900,00 104.077.200,00 48.213.600,00 -59.651.300,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Laporan Patroli
/Sosialisasi yang
Dilaksanakan Dalam Satu
Tahun

8 Laporan 8 Laporan 125.020.848,00 87.725.000,00 43.476.000,00 -81.544.848,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan yang
dilakukan pengamanan hutan

250 Ha 250 Ha 155.864.000,00 88.650.000,00 60.455.000,00 -95.409.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan
Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK)

Jumlah Permohonan PBPHH
Bukan Kayu Skala Kecil dan
Menengah yang Dilayani

8 Unit
Manajemen

8 Unit
Manajemen

36.000.000,00 23.854.000,00 12.422.500,00 -23.577.500,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK  skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Jumlah permohonan PBPHH
Kayu dan/atau Bukan Kayu
skala kecil dan menengah
yang dilayani

5 Unit Man
agemen

5 Unit Man
agemen

36.000.000,00 23.854.000,00 12.422.500,00 -23.577.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan
Hasil Hutan Kayu dengan
Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun

Jumlah Unit Managemen
PBPHH Kayu

8 Unit
Manajemen

8 Unit
Manajemen

261.925.600,00 259.332.750,00 113.339.650,00 -148.585.950,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

Masyarakat 580.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Laporan Kegiatan
pelaksanaan Pengawasan
PBPHH (Kayu dan/atau
HHBK) untuk skala usaha
kecil dan menengah yang
menjadi kewenangan
provinsi

1 Laporan 1 Laporan 79.152.000,00 70.304.250,00 23.124.250,00 -56.027.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

60.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah data(asal usul, jenis
mutu) benih atau bibit yang
beredar

13 Laporan 13 Laporan 506.845.000,00 243.889.400,00 215.561.338,12 -291.283.661,88 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 98.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN
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AKHIR
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OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
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PRAKIRAAN
CAPAIAN
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
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PENANGGUNG
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SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Data (Asal Usul,
Jenis Mutu) Benih Atau Bibit
yang Beredar

13 Laporan 13 Laporan 100.000.000,00 50.000.000,00 25.866.500,00 -74.133.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan

Jumlah bibit berkualitas yang
tersedia untuk Rehabilitasi
Lahan

3000
Batang

20000
Batang

50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

20.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

2. 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA

Persentase data dan
informasi pada Kegiatan
Bidang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekoistemnya

100 % 100 % 375.060.250,00 385.846.400,00 282.068.150,00 -375.060.250,00 0,00

3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Tidak
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
(Appendix) CITES
(Convension On International
Trade In Endangered
Species) untuk Kewenangan
Daerah Provinsi

Jumlah data dan informasi
perlindungan dan
pengawasan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Tidak
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
(Appendix ) CITES
(Convension On International
Trade In Endangered
Species) untuk Kewenangan
Daerah Provinsi

1 Dok 1 Dok 0,00 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Pengawasan Tumbuhan dan
Satwa Liar (TSL) yang Tidak
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
CITES

8 Laporan 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan
Bernilai Ekosistem Penting,
Daerah Penyangga Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

Jumlah
Kelompok/Masyarakat yang
Diberdayakan dan dibina

130 Orang 130 Orang 136.250.250,00 119.177.800,00 52.433.850,00 -83.816.400,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pemanfaatan
Ekosistem Karst

5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst

Luas Kerusakan Karst yang
Tertangani

50 Ha 50 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah

Luas Kerusakan Lahan
Basah yang Tertangani

50 Ha 50 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Jumlah
Kelompok/Masyarakat yang
Diberdayakan

130 Orang 130 Orang 83.960.250,00 64.922.800,00 31.563.900,00 -52.396.350,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Luas Daerah Penyangga di
Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting yang Dikelola

5439 Ha 5439 Ha 52.290.000,00 54.255.000,00 20.869.950,00 -31.420.050,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN
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AKHIR
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RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN
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TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
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CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
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PENANGGUNG
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TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3. 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,
PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG
KEHUTANAN

Distribusi akses kelola
kawasan hutan oleh
masyarakat
Peningkatan kemandirian
usaha KTH
Peningkatan kemandirian
usaha KUPS

1300
186600000
0
580095189
6 Ha
Rupiah/Ka
pita
Rupiah/Ka
pita

1300
186600000
0
580095189
6 Ha
Rupiah/Ka
pita
Rupiah/Ka
pita

1.783.230.914,00 1.879.132.650,00 1.363.099.875,00 -1.783.230.914,00 0,00

3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan
Kehutanan Provinsi dan
Pemberdayaan Masyarakat
di Bidang Kehutanan

Luas Kawasan Hutan Yang
Dikelola Oleh Masyarakat
Dalam Skema HD, HKm,
HTR dan Kemitraan
Kehutanan
Nilai Transaksi Ekonomi KTH
Nilai Transaksi Ekonomi
Perhutanan Sosial

1300 Ha
186600000
0 Rupiah/K
apita
580095189
6 Rupiah/K
apita

1300 Ha
186600000
0 Rupiah/K
apita
580095189
6 Rupiah/K
apita

1.783.230.914,00 1.879.132.650,00 1.363.099.875,00 -420.131.039,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Jumlah Kelompok Tani Hutan
yang Mandiri yang Mengikuti
Penguatan dan
Pendampingan
Kelembagaan

28
Kelompok

28
Kelompok

475.000.000,00 463.662.000,00 259.070.250,00 -215.929.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan

Jumlah Penyuluh Kehutanan
yang Dilakukan Peningkatan
Kapasitas

65 Orang 65 Orang 175.000.000,00 34.342.500,00 8.220.000,00 -166.780.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Jumlah KUPS yang
ditingkatkan Kualitasnya

2 Unit 2 Unit 205.000.000,00 14.520.000,00 7.735.000,00 -197.265.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan

Jumlah SDM bidang
kehutanan yang meningkat
kapasitasnya

65 Orang 65 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial

Luas Kawasan yang
disiapkan untuk Perhutanan
Sosial

1300
Hektar

1300
Hektar

294.000.000,00 27.576.000,00 5.930.000,00 -288.070.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

4. 3.28.06 PROGRAM
PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS)

Persentase data dan
informasi di pengelolaan
daerah aliran sungai (DAS)
Provinsi Sulawesi Tengah

100 % 100 % 150.000.000,00 100.000.000,00 48.965.680,00 -150.000.000,00 0,00

3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan
DAS Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Jumlah dokumen
pengelolaan DAS sesuai
kewenangan Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 48.965.680,00 -101.034.320,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pemberdayaan
Masyarakat dalam Kegiatan
Pengelolaan DAS

100 Orang 60 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 24.695.000,50 -25.304.999,50 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

Jumlah Lembaga yang
Dibentuk dan Dikembangkan
dalam Forum Pengelolaan
DAS

2 Lembaga 2 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi  dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
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Jumlah dokumen sinkronisasi
dan koordinasi optimalisasi
DAS

1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 24.270.679,50 -75.729.320,50 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

UPTD TAHURA 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

1. 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

83
undefined

83
undefined

70.012.158.298,00 68.573.114.133,95 65.548.910.027,91 -69.038.728.298,00 973.430.000,00

3.28.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

3 Paket 3 Paket 2.134.573.910,00 1.256.791.838,00 613.933.796,00 -1.520.640.114,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 10.670.990,00 26.403.074,00 13.724.330,00 3.053.340,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 4.400.000,00 0,00 0,00 -4.400.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 23.170.000,00 57.826.000,00 28.913.000,00 5.743.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

12 Laporan 12 Laporan 5.577.084.594,00 5.296.760.793,00 5.261.891.804,00 -315.192.790,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 49.320.000,00 49.319.700,00 49.319.700,00 -300,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 282.150.000,00 289.660.000,00 289.660.000,00 7.510.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Unit Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang
dipelihara/Rehabilitasi

38 Unit 38 Unit 2.283.696.980,00 1.794.306.012,00 1.796.071.556,50 -487.625.423,50 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

20 Unit 20 Unit 51.600.000,00 158.850.000,00 138.690.000,00 87.090.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

20 Unit 20 Unit 3.660.000,00 0,00 0,00 -3.660.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-23 00:17:30 Halaman 10
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi 

pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMD) Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah adalah dititikberatkan pada prioritas pembangunan Lingkungan Hidup 

dan Pengelolaan Bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan kepada 

upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya hutan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, disertai 

penguasaan dan pengelolan resiko bencana guna mengantisipasi perubahan iklim. 

Substansi inti pelaksanaan prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan 

Bencana dalam RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, 

meliputi : 

1. Perubahan iklim. Indikator penting dalam substansi inti ini adalah : 

a. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. 

b. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun. 

c. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh, diantaranya melalui 

kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber 

pendanaan seperti dana luran Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan 

(PBPHH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). 

2. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator pencapaian substansi inti 

adalah : 

a. Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun. 

b. Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan 

bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya. 

3. Penanggulangan bencana dengan indikator pencapaian substansi inti adalah 

penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko 

serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan. 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi  Sulawesi Tengah 

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam 

Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah 

Mewujudkan Harmonisasi antar Manusia dan Alam untuk Pembangunan Kehutanan 

yang Lestari dan Berkelanjutan. 

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran dalam Perubahan Renja 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan dan Perlindungan Hutan serta Rehabilitasi Lahan serta Meningkatnya areal 

kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi 

sumber daya hutan. 

3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Kehutanan Tahun 2025 

Dalam menentukan program dan kegiatan tahun 2025, faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan adalah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang 

dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Maka dirumuskan 

program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 sebagai berikut: 

1. Kebijakan : Peningkatan tata kelola hutan yang baik (good forest governance),  

produktifitas SDH serta peningkatan pengelolaan DAS serta rehabilitasi hutan dan 

lahan 

- Program Pengelolaan Hutan, kegiatannya : 

➢ Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

kewenangan Provinsi  

➢ Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 

➢ Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

➢ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 

➢ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

➢ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

➢ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun 

➢ Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi 
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➢ Perbenihan Tanaman Hutan 

- Program Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), kegiatannya : 

➢ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah 

Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   

2. Kebijakan : Peningkatan Pelindungan, konservasi sumberdaya alam dan 

ekosistem, kegiatannya : 

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan, kegiatannya : 

➢ Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak 

Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi 

➢ Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

➢ Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

3. Kebijakan : Peningkatan kapasitas dan areal kelola masyarakat serta 

penyelesaian konflik tenurial 

- Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Bidang Kehutanan, kegiatannya : 

➢ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Kehutanan 

Adapun Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi rencana program, 

kegiatan dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 Dinas 

Kehutanan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

1. 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

83
undefined

83
undefined

70.012.158.298,00 68.573.114.133,95 65.548.910.027,91 -69.038.728.298,00 973.430.000,00

3.28.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

8 Dokumen 8 Dokumen 529.007.000,00 409.432.906,00 232.287.600,00 -296.719.400,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

8 Dokumen 8 Dokumen 215.062.000,00 236.652.906,00 104.512.600,00 -110.549.400,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 313.945.000,00 172.780.000,00 127.775.000,00 -186.170.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Perangkat Daerah

5 Laporan 5 Laporan 57.478.246.862,00 58.924.262.884,95 57.405.137.271,41 -73.109.590,59 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

400 Orang/
Bulan

400 Orang/
Bulan

57.388.347.112,00 58.821.013.134,95 57.321.072.271,41 -67.274.840,59 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
OPSEN PAJAK
MINERAL
BUKAN LOGAM
DAN BATUAN
(MBLB)
DANA BAGI
HASIL (DBH)
DANA ALOKASI
UMUM (DAU)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU
TAMBAHAN
DUKUNGAN
PENDANAAN
ATAS
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 89.899.750,00 103.249.750,00 84.065.000,00 -5.834.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

3 Laporan 3 Laporan 62.430.000,00 84.570.000,00 51.010.000,00 -11.420.000,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 62.430.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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Tabel 3.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 84.570.000,00 51.010.000,00 51.010.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

62.430.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
pemenuhan pelayanan
Administrasi Perangkat
Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 355.287.549,00 443.297.200,00 154.078.000,00 -201.209.549,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 11.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

1 Paket 1 Paket 0,00 163.363.200,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 223.214.000,00 129.523.000,00 129.523.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 56.720.000,00 24.555.000,00 24.555.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

11.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 2.134.573.910,00 1.256.791.838,00 613.933.796,00 -1.520.640.114,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 0,00 288.790.940,00 107.660.540,00 107.660.540,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

0 Laporan 0 Laporan 502.177.000,00 378.673.000,00 219.256.000,00 -282.921.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

4 Paket 4 Paket 1.591.831.403,00 363.692.500,00 34.500.000,00 -1.557.331.403,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 900.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

300.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 251.592.500,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

600.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 149.089.520,00 112.100.000,00 0,00 -149.089.520,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

2 Laporan 2 Laporan 5.577.084.594,00 5.296.760.793,00 5.261.891.804,00 -315.192.790,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 0,00 367.420.855,00 353.094.255,00 353.094.255,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00
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3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.107.680.000,00 1.088.380.000,00 1.088.380.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Unit Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang
dipelihara/rehabilitasi

446 Unit 446 Unit 2.283.696.980,00 1.794.306.012,00 1.796.071.556,50 -487.625.423,50 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 0,00 190.100.000,00 159.300.000,00 159.300.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3 NON URUSAN 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

1 Unit 1 Unit 334.160.000,00 284.160.000,00 254.488.000,00 -79.672.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 71.700.000,00 0,00 0,00 -71.700.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 413.296.130,00 413.296.130,00 587.296.130,00 174.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

1. 3.28.03 PROGRAM
PENGELOLAAN HUTAN

Persentase jumlah data
dan informasi Pengelolaan
Hutan Bidang Perencanaan
dan Pemanfaatan Hutan,
Perlindungan dan KSDAE,
dan Pengelolaan DAS dan
RHL

100 % 100 % 5.618.188.650,00 5.013.872.950,00 4.201.854.528,62 -2.570.188.650,00 3.048.000.000,00

3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata
Hutan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) Kewenangan
Provinsi

Jumlah data perubahan
fungsi dan peruntukkan
kawasan hutan

1 Dok 1 Dok 168.848.000,00 169.117.000,00 91.363.500,00 -77.484.500,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Jumlah Rancang Bangun
Tata Hutan Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan
yang Disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
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Jumlah Unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Produksi/Lidung (KPHP/L)
yang Telah Dilakukan
Pembagian Blok

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi Usulan
Perubahan Peruntukkan dan
Fungsi Kawasan Hutan untuk
Wilayah Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 52.848.000,00 29.616.000,00 0,00 -52.848.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.01.0009 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan

Laporan data, informasi dan
perkembangan pelaksanaan
kegiatan penatagunaan
kawasan hutan

1 Dokumen 1 Dokumen 116.000.000,00 139.501.000,00 91.363.500,00 -24.636.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
kecuali pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)

Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan yang
Tersusun 

1 Dok 1 Dok 380.968.200,00 376.767.550,00 292.593.775,00 -88.374.425,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

Masyarakat 30.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.02.0005 Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Jumlah Hasil Dokumen
konsultasi Publik

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

30.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di
Kawasan Hutan Produksi
dan Hutan Lindung

Jumlah data dan informasi
pemanfaatan hutan di
kawasan hutan lindung dan
hutan produksi

2 Dok 2 Dok 116.000.000,00 111.724.750,00 59.874.750,00 -56.125.250,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

Jumlah Data dan Informasi
Terkait Luas Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan di Kawasan Hutan
Produksi dalam 1 (Satu)
Provinsi Secara Berkala

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani

Jumlah Dokumen Analisis
dalam Rangka Pemberian
Pertimbangan Teknis
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH)

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Sinkronisasi
Pembinaan, Pengendalian,
dan Pengawasan PBPH Di
Kawasan Hutan Produksi

2 Dokumen 2 Dokumen 116.000.000,00 111.724.750,00 59.874.750,00 -56.125.250,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di
Luar Kawasan Hutan Negara

Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan Lahan
dan Tahura
Luas Rehabilitasi Hutan Dan
lahan Dengan Pemanfaatan
Bibit Oleh Mayarakat Dan
Penanaman Oleh
Stakeholder Lainya

1130 Ha
28 Laporan

1130 Ha
28 Laporan

3.137.386.502,00 2.918.441.300,00 2.841.047.625,50 -296.338.876,50 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 2.340.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

Jumlah Dokumen Rencana
Tahunan Rehabilitasi Lahan
yang Disusun (RTnRL)

1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Luas Lahan yang Dihijaukan
di Luar Kawasan Hutan
Negara

50 Ha 50 Ha 100.000.000,00 39.950.499,00 39.775.250,00 -60.224.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Jumlah Laporan Pembinaan
dan/atau Pengawasan dalam
Rangka Pengembangan
Rehabilitasi Lahan

28 Laporan 28 Laporan 185.000.000,00 70.049.501,00 35.039.750,50 -149.960.249,50 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan
Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi

Jumlah Laporan Koordinasi
dalam pelaksanaan
pencegahan, pengendalian
dan penanganan kebakaran
hutan & lahan

1 Laporan 1 Laporan 1.010.215.348,00 910.746.200,00 575.651.390,00 -434.563.958,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Jumlah Laporan
Pertemuan/Rapat Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Perlindungan
Hutan

2 Dokumen 2 Dokumen 107.864.900,00 104.077.200,00 48.213.600,00 -59.651.300,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Laporan Patroli
/Sosialisasi yang
Dilaksanakan Dalam Satu
Tahun

8 Laporan 8 Laporan 125.020.848,00 87.725.000,00 43.476.000,00 -81.544.848,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan yang
dilakukan pengamanan hutan

250 Ha 250 Ha 155.864.000,00 88.650.000,00 60.455.000,00 -95.409.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan
Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK)

Jumlah Permohonan PBPHH
Bukan Kayu Skala Kecil dan
Menengah yang Dilayani

8 Unit
Manajemen

8 Unit
Manajemen

36.000.000,00 23.854.000,00 12.422.500,00 -23.577.500,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK  skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Jumlah permohonan PBPHH
Kayu dan/atau Bukan Kayu
skala kecil dan menengah
yang dilayani

5 Unit Man
agemen

5 Unit Man
agemen

36.000.000,00 23.854.000,00 12.422.500,00 -23.577.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan
Hasil Hutan Kayu dengan
Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun

Jumlah Unit Managemen
PBPHH Kayu

8 Unit
Manajemen

8 Unit
Manajemen

261.925.600,00 259.332.750,00 113.339.650,00 -148.585.950,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

Masyarakat 580.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

Laporan Kegiatan
pelaksanaan Pengawasan
PBPHH (Kayu dan/atau
HHBK) untuk skala usaha
kecil dan menengah yang
menjadi kewenangan
provinsi

1 Laporan 1 Laporan 79.152.000,00 70.304.250,00 23.124.250,00 -56.027.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

60.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah data(asal usul, jenis
mutu) benih atau bibit yang
beredar

13 Laporan 13 Laporan 506.845.000,00 243.889.400,00 215.561.338,12 -291.283.661,88 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 98.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Data (Asal Usul,
Jenis Mutu) Benih Atau Bibit
yang Beredar

13 Laporan 13 Laporan 100.000.000,00 50.000.000,00 25.866.500,00 -74.133.500,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan

Jumlah bibit berkualitas yang
tersedia untuk Rehabilitasi
Lahan

3000
Batang

20000
Batang

50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Perubahan Iklim dan
Meningkatkan Daya
Dukung Lingkungan

20.000.000,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

2. 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA

Persentase data dan
informasi pada Kegiatan
Bidang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekoistemnya

100 % 100 % 375.060.250,00 385.846.400,00 282.068.150,00 -375.060.250,00 0,00

3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Tidak
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
(Appendix) CITES
(Convension On International
Trade In Endangered
Species) untuk Kewenangan
Daerah Provinsi

Jumlah data dan informasi
perlindungan dan
pengawasan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Tidak
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
(Appendix ) CITES
(Convension On International
Trade In Endangered
Species) untuk Kewenangan
Daerah Provinsi

1 Dok 1 Dok 0,00 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Pengawasan Tumbuhan dan
Satwa Liar (TSL) yang Tidak
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
CITES

8 Laporan 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan
Bernilai Ekosistem Penting,
Daerah Penyangga Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

Jumlah
Kelompok/Masyarakat yang
Diberdayakan dan dibina

130 Orang 130 Orang 136.250.250,00 119.177.800,00 52.433.850,00 -83.816.400,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pemanfaatan
Ekosistem Karst

5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst

Luas Kerusakan Karst yang
Tertangani

50 Ha 50 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah

Luas Kerusakan Lahan
Basah yang Tertangani

50 Ha 50 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Jumlah
Kelompok/Masyarakat yang
Diberdayakan

130 Orang 130 Orang 83.960.250,00 64.922.800,00 31.563.900,00 -52.396.350,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Luas Daerah Penyangga di
Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting yang Dikelola

5439 Ha 5439 Ha 52.290.000,00 54.255.000,00 20.869.950,00 -31.420.050,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN
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AKHIR
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RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
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2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG
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TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3. 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,
PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG
KEHUTANAN

Distribusi akses kelola
kawasan hutan oleh
masyarakat
Peningkatan kemandirian
usaha KTH
Peningkatan kemandirian
usaha KUPS

1300
186600000
0
580095189
6 Ha
Rupiah/Ka
pita
Rupiah/Ka
pita

1300
186600000
0
580095189
6 Ha
Rupiah/Ka
pita
Rupiah/Ka
pita

1.783.230.914,00 1.879.132.650,00 1.363.099.875,00 -1.783.230.914,00 0,00

3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan
Kehutanan Provinsi dan
Pemberdayaan Masyarakat
di Bidang Kehutanan

Luas Kawasan Hutan Yang
Dikelola Oleh Masyarakat
Dalam Skema HD, HKm,
HTR dan Kemitraan
Kehutanan
Nilai Transaksi Ekonomi KTH
Nilai Transaksi Ekonomi
Perhutanan Sosial

1300 Ha
186600000
0 Rupiah/K
apita
580095189
6 Rupiah/K
apita

1300 Ha
186600000
0 Rupiah/K
apita
580095189
6 Rupiah/K
apita

1.783.230.914,00 1.879.132.650,00 1.363.099.875,00 -420.131.039,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Jumlah Kelompok Tani Hutan
yang Mandiri yang Mengikuti
Penguatan dan
Pendampingan
Kelembagaan

28
Kelompok

28
Kelompok

475.000.000,00 463.662.000,00 259.070.250,00 -215.929.750,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan

Jumlah Penyuluh Kehutanan
yang Dilakukan Peningkatan
Kapasitas

65 Orang 65 Orang 175.000.000,00 34.342.500,00 8.220.000,00 -166.780.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Jumlah KUPS yang
ditingkatkan Kualitasnya

2 Unit 2 Unit 205.000.000,00 14.520.000,00 7.735.000,00 -197.265.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan

Jumlah SDM bidang
kehutanan yang meningkat
kapasitasnya

65 Orang 65 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial

Luas Kawasan yang
disiapkan untuk Perhutanan
Sosial

1300
Hektar

1300
Hektar

294.000.000,00 27.576.000,00 5.930.000,00 -288.070.000,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

4. 3.28.06 PROGRAM
PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS)

Persentase data dan
informasi di pengelolaan
daerah aliran sungai (DAS)
Provinsi Sulawesi Tengah

100 % 100 % 150.000.000,00 100.000.000,00 48.965.680,00 -150.000.000,00 0,00

3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan
DAS Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Jumlah dokumen
pengelolaan DAS sesuai
kewenangan Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 48.965.680,00 -101.034.320,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Masyarakat 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pemberdayaan
Masyarakat dalam Kegiatan
Pengelolaan DAS

100 Orang 60 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 24.695.000,50 -25.304.999,50 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

Jumlah Lembaga yang
Dibentuk dan Dikembangkan
dalam Forum Pengelolaan
DAS

2 Lembaga 2 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi  dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah dokumen sinkronisasi
dan koordinasi optimalisasi
DAS

1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 24.270.679,50 -75.729.320,50 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)
DBH SAWIT
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

UPTD TAHURA 77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN

77.938.638.112,00 75.951.966.133,95 71.444.898.261,53 -6.493.739.850,47 4.021.430.000,00

1. 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

83
undefined

83
undefined

70.012.158.298,00 68.573.114.133,95 65.548.910.027,91 -69.038.728.298,00 973.430.000,00

3.28.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

3 Paket 3 Paket 2.134.573.910,00 1.256.791.838,00 613.933.796,00 -1.520.640.114,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 10.670.990,00 26.403.074,00 13.724.330,00 3.053.340,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 4.400.000,00 0,00 0,00 -4.400.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 23.170.000,00 57.826.000,00 28.913.000,00 5.743.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

12 Laporan 12 Laporan 5.577.084.594,00 5.296.760.793,00 5.261.891.804,00 -315.192.790,00 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 49.320.000,00 49.319.700,00 49.319.700,00 -300,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 282.150.000,00 289.660.000,00 289.660.000,00 7.510.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Unit Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang
dipelihara/Rehabilitasi

38 Unit 38 Unit 2.283.696.980,00 1.794.306.012,00 1.796.071.556,50 -487.625.423,50 Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

Pegawai 0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

20 Unit 20 Unit 51.600.000,00 158.850.000,00 138.690.000,00 87.090.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DBH SDA KEHU
TANAN-DANA
REBOISASI
(DR)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

20 Unit 20 Unit 3.660.000,00 0,00 0,00 -3.660.000,00 Kota Palu,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Melanjutkan hilirisasi
dan
mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Daerah

0,00 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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